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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era modern sekarang, pelayanan public (public services) menjadi topik 

utama yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah terhadap pelayanan yang 

diterima. Ini karena masyarakat sebagai penerima layanan dapat secara langsung 

menilai kinerja dan responsivitas pegawai. Menurut Rasyid (1998:69) mengemukakan 

definisi dari pelayanan public yaitu sebagai penyediaan layanan kepada individu yang 

mempunyai kepentingan pada suatu organisasi sesuai dengan standar operasional 

prosedur (SOP) dan tata cara yang telah ditetapkan. Moenir (2008:27) menyatakan 

bahwa pelayanan publik terdiri dari kumpulan tindakan yang dilakukan secara 

konsisten dalam kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik harus 

memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat, yang tentunya menginginkan pelayanan 

prima sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Di era digitalisasi sekarang pemberian layanan kepada masyarakat sering 

disebut dengan reformasi birokrasi, yaitu adanya perubahan dalam tata cara 

pemberian layanan (birokrasi) dari manual menuju digital atau berbasis aplikasi. 

Salah satu solusi dalam mempercepat pelayanan yaitu dengan melakukan inovasi. 

Inovasi adalah penciptaan hal baru, ide baru yang menjadi landasan 

terjadinya perubahan dalam organisasi. Istilah inovasi sendiri pertama kali 

diperkenalkan oleh Schumpeter (1934) yakni kata inovasi atau innovation berasal 

dari bahasa Inggris, yaitu to innovate yang artinya membuat perubahan atau 

memperkenalkan sesuatu yang baru.  Inovasi dapat diartikan sebagai suatu proses 
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kegiatan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang 

berkaitan dengan input, proses, dan output, serta dapat memberikan manfaat dalam 

kehidupan manusia. Trott (2009) menyatakan inovasi merupakan pemikiran ide 

atau pusat aktivitas dari setiap perusahaan maupun instansi yang memiliki peran 

penting dalam keberlangsungan perusahaan instansi itu sendiri dengan 

memanajemen semua aktivitasnya seperti pencetusan ide baru, pengembangan 

teknologi dan informasi, serta pengembangan produk baru.  

Menurut Drucker (2012) Inovasi merupakan alat spesifik bagi Perusahaan, 

dimana dengan adanya inovasi dapat memanfaatkan perubahan yang terjadi sebagai 

kesempatan untuk menciptakan produk baru yang berbeda dari pesaing lainnya.  

Dengan adanya inovasi pelayanan publik dapat menjadi keuntungan serta dapat 

dikembangan menjadi salah satu icon yang menunjukkan karakter dari instansi itu 

sendiri sehingga dapat meningkatkan mutu dan kinerja dari instansi tersebut.  

Terciptanya inovasi pada suatu layanan dikarenakan layanan tersebut 

sudah tidak memenuhi kriteria layanan pada era sekarang, seperti kurangnya 

teknologi yang digunakan dan biasanya layanan tersebut sudah tidak menarik dan 

efisien lagi untuk digunakan. Oleh sebab itu diera reformasi sekarang, layanan 

publik harus memiliki setidaknya delapan (8) indikator sesuai dengan prinsip good 

governance, yakni: (1) efisien, (2) akuntabel, (3) transparan, (4) responsif, (5) 

berfokus pada orientasi, (6) partisipasi, (7) daya tanggap dan (8) sesuai dengan 

aturan hukum. Namun, harapan ini seringkali bertolak belakang dengan kenyataan 

yang ada dikehidupan era sekarang,  pelayanan publik seringkali tidak sesuai 

dengan harapan yang diinginkan masyarakat mulai dari birokrasinya yang lama, 

berbelit-belit, dan tidak sistematis. Oleh sebab itu dengan adanya perkembangan 
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teknologi dan informasi di zaman modern ini, setiap instansi dan perusahaan saling 

bersaing untuk mulai memperbaiki pelayanannya salah satunya dengan 

menerapkan inovasi pada layanannya. Inovasi ini dapat berbentuk penciptaan ide 

produk baru, perbaikan produk lama ke digital maupun penggabungan produk satu 

dengan lainnya. Hal ini dianggap sebagai salah satu solusi efektif dalam 

meningkatkan mutu layanan.  

Seiring dengan perkembangan serta industri global, Pembangunan 

berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan 

pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan 

mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup dimasa mendatang. Sesuai 

dengan konsep SDGs terdapat 17 point global goals yang telah disebutkan salah 

satunya yaitu point 9 tentang Industry, Innovation and Infrastructure. Dimana pada 

point 9 ini sangat cocok dengan penelitian yang saya teliti yaitu mengenai inovasi. 

Inovasi sendiri sangat dibutuhkan oleh organisasi sebagai perubahan industri 

berkelanjutan serta perbaikan infrastruktur menuju lebih baik, lebih optimal dan 

lebih efektif ke depannya. 

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu dari 

banyaknya instansi pemerintahan di Kota Palembang yang telah menjalankan 

inovasi pada pelayanannya. Salah satu contoh program inovasinya yaitu 

WhistleBlowing System (WBS). Whistleblowing System (WBS) merupakan website 

atau aplikasi yang digunakan Inspektorat dalam menerima laporan dan pengaduan 

dugaan korupsi baik itu telah terjadi atau masih menjadi isu  yang dapat melibatkan 

Pejabat maupun aparatur Pemerintah itu sendiri. Whistleblowing System (WBS) 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 
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Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan. Mekanisme penggunaannya yaitu pelapor mengirim hasil 

laporan dugaan korupsi melalui email ataupun kontak yang telah tertera di website 

resmi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.  

Seperti kita ketahui, Korupsi sering sekali terjadi dan dianggap sebagai 

budaya dimasyarakat. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi sangat merugikan 

negara maupun organisasi terkait. Di Sumatera Selatan sendiri tingkat korupsi 

masih sangat tinggi. Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Sumatera 

Selatan tahun 2021 mencapai 30 kasus. Melihat masih tingginya kasus korupsi di 

Sumatera Selatan menandakan bahwa tingkat korupsi harus dapat ditangani. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintahan Provinsi Sumsel dalam 

menangani kasus korupsi terutama di Kota Palembang ialah dengan memperbaiki, 

memperbarui pelayanan mengenai korupsi. Oleh karena itu Inspektorat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan sebagai pengawas tingkat Provinsi telah menjalankan 

inovasi pada pelayanannya yaitu pelayanan Whistleblowing System (WBS). 

Website Whistleblowing System (WBS) ini dibuat sebagai upaya 

penerimaan informasi terkait adanya penyimpangan tindak pidana korupsi oleh 

pejabat maupun pegawai di lingkungan pemerintah daerah secara tertutup sehingga 

dapat melindungi identitas pelapor. Untuk identitas pelapor sendiri dipastikan data 

yang dilaporkan akan aman dan rahasia karena data tersebut tidak bisa diakses 

secara umum hanya tim penyelenggara saja yang dapat meninjau laporan tersebut. 

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sendiri ditunjuk sebagai pengawas 

website Whistleblowing System (WBS) telah memberikan layanan dengan 

melakukan berbagai tindakan seperti melakukan sosialisasi, pengenalan dan update 
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info mealui saluran platform media Instagram sebagai penunjang informasi secara 

digital.  

Dengan adanya website Whistleblowing System (WBS) ini sebagai salah 

satu inovasi pelayanan pengaduan korupsi yang dijalankan oleh inspektorat daerah 

provinsi sumsel. Selain Whistleblowing System terdapat inovasi lain juga yang 

menangani layanan pengaduan yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel 

yaitu: Unit Pengedalian Gratifikasi (UPG) dan Saber Pungli. Dari ketiga inovasi 

yang ada memang tidak semuanya berjalan dengan efektif hanya beberapa 

persentase saja pengguna layanan tersebut. Berikut jumlah laporan pengaduan 

masuk melalui website WBS sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Pengaduan Melalui Website WBS 

No Tahun Melalui Website WBS 

1. 2021 129 

2. 2022 70 

3. 2023 246 

Sumber: Laporan Triwulan Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2023 (data 

diolah oleh penulis) 

Berdasarkan tabel di atas jumlah pengaduan tertinggi terdapat pada tahun 

2023 sebanyak 246 pengaduan dimana website WBS pada tahun ini sangat aktif 

diakses oleh pelapor. Namun pada tahun 2021 pengaduan yang diterima mengalami 

penurunan menjadi 129 pengaduan diterima dan pada tahun 2022 pengaduan yang 

diterima juga mengalami penurunan dari 2 tahun sebelumnya yaitu sebanyak 70 

pengaduan.  
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Merujuk dari data laporan pengaduan triwulan diatas, Adanya layanan 

WhistleBlowing System (WBS) ini dianggap belum efektif dan belum menjadi 

solusi alternatif bagi pelaporan dugaan korupsi. Alasannya akan diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Rendahnya Kinerja Tim (WBS) Dalam Menangani Laporan Pengaduan.  

2. Kurangnya SDM Dalam Menindaklanjuti Laporan Pengaduan Korupsi. 

3. Kurangnya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung. 

Dari ketiga alasan tersebut akan diuraikan seperti dibawah ini: 

1. Rendahnya Kinerja Tim (WBS) Dalam Menangani Laporan Pengaduan.  

Berdasarkan SK-Kepala Inspektur SUMSEL tentang pembentukan tim pengelolaan 

pengaduan WBS yang telah dibagi sesuai tugas masing-masing tidak sesuai dengan 

kenyataan dilapangan, karena dari 13 anggota tim yang ada hanya sebagian anggota 

saja yaitu 7 orang yang mampu dan memahami mengenai mekanisme pengaduan 

WBS itu sendiri. Oleh karena itu perlunya peningkatan mutu kinerja pegawai yang 

dapat dilakukan dengan pelatihan program WBS maupun pelaksanaan DIKLAT 

pada tim pengelolaan WBS. 

2. Kurangnya SDM Dalam Menindaklanjuti Laporan Pengaduan Korupsi. 

Berdasarkan laporan triwulan pada tabel 1 diatas, dapat dilihat dari kurun waktu 3 

tahun yakni 2021 sampai 2023 laporan pengaduan korupsi semakin meningkat, hal 

ini dikarenakan kurangnya SDM dalam menindaklanjuti laporan pengaduan. Dari 

246 laporan yang masuk, baru 17 laporan saja yang baru ditindaklanjuti, karena 

kurangnya pegawai/ auditor yang terlibat dalam menindaklanjuti laporan. Hal ini 
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dapat diantisipasi dengan pemberian informasi dengan melakukan sosialisasi publik 

melalui social media yang dapat diakses disemua perangkat lunak. 

3. Kurangnya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung. 

Berdasarkan kenyataan dilapangan, fasilitas sarana dan prasarana memang masih 

belum mendukung. Contohnya tidak adanya ruangan bagi tim pengelola wbs 

sehingga jarang sekali diadakan agenda pertemuan yang membuat komunikasi dan 

pengerjaan laporan sering tertunda, lalu media elektronik seperti computer dan 

printer tidak mendukung yang membuat running website WBS menjadi lama dan 

mengganggu kelancaran website WBS itu sendiri. 

Tabel 2.1 Alasan Pemilihan Judul 

No Bentuk Kesadaran Keterangan 

1. Rendahnya kinerja Tim (WBS) 

dalam menangani laporan 

pengaduan. 

Hanya Sebagian anggota 

saja yaitu 4 orang yang 

mampu dan memahami 

mengenai mekanisme 

pengaduan WBS itu sendiri. 

2. Kurangnya SDM dalam 

menindaklanjuti laporan pengaduan 

korupsi. 

 

Kurangnya pegawai/auditor 

yang terlibat dalam 

menindaklanjuti laporan, 

sehingga lamanya waktu 

penyelesaian pemeriksaan 

satu laporan pengaduan. 
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3. Kurangnya fasilitas sarana dan 

prasarana yang mendukung. 

 

Contohnya tidak adanya 

ruangan bagi tim pengelola 

wbs sehingga jarang sekali 

diadakan agenda pertemuan, 

lalu media elektronik seperti 

computer dan printer tidak 

mendukung yang membuat 

running website WBS 

menjadi lama dan 

mengganggu kelancaran 

website WBS itu sendiri. 

 

 

Dengan merujuk pada alasan yang telah diuraikan diatas, penulis ingin 

melihat apakah dengan adanya penerapan inovasi whistleblowing system (WBS) ini 

dapat meningkatkan mutu pelayanan serta apakah inovasi tersebut berhasil atau 

gagal. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 

penerapan “INOVASI PELAYANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) 

SEBAGAI LAYANAN PENGADUAN KORUPSI BERBASIS DIGITAL DI 

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN” 

 

 

 



9 
 

 
 

 1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan pada latar 

belakang, maka dirumuskanlah masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana Inovasi Pelayanan Whistle Blowing System (WBS) Sebagai 

Layanan Pengaduan Korupsi Berbasis Digital Di Inspektorat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan? 

2. Faktor-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Inovasi Pelayanan Whistle 

Blowing System (WBS) Sebagai Layanan Pengaduan Korupsi Berbasis 

Digital Di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan? 

 

 1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Inovasi Pelayanan Whistle Blowing System 

(WBS) Sebagai Layanan Pengaduan Korupsi Berbasis Digital Di 

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Inovasi 

Pelayanan Whistle Blowing System (WBS) Sebagai Layanan Pengaduan 

Korupsi Berbasis Digital Di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
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1.4 Manfaat 

 1.4.1  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan wawasan 

dalam lingkup administrasi publik dan bidang manajemen pelayanan mengenai 

layanan pengaduan dugaan korupsi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dalam 

peningkatan dan pengelolaan inovasi Whistleblowing System (WBS) sebagai layanan 

pengaduan korupsi bagi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 
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